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RIWAYAT ARTIKEL ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi
Diterima: Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan
17-04-2026 Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Unit

Provos Sipropam Polres Morowali. Penelitian ini menggunakan
Disetujui: pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik
05-05-2026 pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan

dokumentasi, dengan informan yang dipilih secara purposive,
Dipublikasi: yaitu personel yang terlibat langsung dalam penegakan disiplin.
01-06-2026 Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta
diuji melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian

Kata Kunci: menunjukkan bahwa implementasi kebijakan disiplin belum
Implementasi Kebijakan; berjalan optimal. Pada aspek komunikasi, penyampaian
Disiplin Anggota Polri; informasi telah dilakukan secara rutin, namun masih bersifat satu
Budaya Organisasi arah dan belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh anggota. Pada

aspek sumber daya, terdapat keterbatasan jumlah personel dan
fasilitas pendukung yang menghambat efektivitas pengawasan.
Pada aspek disposisi, ditemukan adanya inkonsistensi dalam
penegakan disiplin yang dipengaruhi oleh faktor kedekatan dan
solidaritas antaranggota. Sementara itu, pada aspek struktur
birokrasi, meskipun mekanisme telah tersedia, masih terdapat
kendala dalam koordinasi dan proses administrasi. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan
disiplin tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi
juga oleh kualitas komunikasi, kecukupan sumber daya,
integritas pelaksana, serta efektivitas struktur birokrasi. Oleh
karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang bersifat sistemik,
terutama dalam penguatan budaya organisasi, peningkatan
kapasitas sumber daya, serta modernisasi sistem administrasi
berbasis teknologi.

PENDAHULUAN

Disiplin merupakan salah satu elemen fundamental dalam menjaga profesionalisme dan
integritas aparatur negara, termasuk dalam institusi kepolisian. Dalam konteks penegakan hukum,
disiplin anggota kepolisian tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan internal,
tetapi juga berdampak langsung terhadap kepercayaan publik dan efektivitas pelayanan
keamanan. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi, salah satunya
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, sebagai instrumen untuk mengatur perilaku dan etika anggota

kepolisian.
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Namun demikian, keberadaan regulasi tidak serta merta menjamin keberhasilan
implementasi di lapangan. Dalam studi kebijakan publik, implementasi merupakan tahapan
krusial yang menentukan apakah suatu kebijakan mampu mencapai tujuan yang diharapkan.
Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward IIl menekankan bahwa
keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber
daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Suriani et al., 2026). Keempat variabel ini menjadi
indikator penting dalam menilai sejauh mana kebijakan dapat dijalankan secara efektif oleh aktor
pelaksana.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan disiplin
aparatur negara masih menghadapi berbagai kendala. Studi mengenai implementasi disiplin
Pegawai Negeri Sipil menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, efektivitas
pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh faktor komunikasi yang belum optimal, keterbatasan
sumber daya, serta perbedaan sikap pelaksana kebijakan (Fathurrokhman et al., 2025). Penelitian
lain juga menemukan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan disiplin sangat bergantung
pada kualitas pemahaman aparatur terhadap kebijakan serta dukungan sistem administrasi yang
memadai (Agus et al., 2023). Bahkan dalam beberapa kasus, hambatan implementasi muncul
akibat lemahnya koordinasi birokrasi dan rendahnya kesadaran individu terhadap pentingnya
disiplin (Cahyono, 2026).

Selain itu, studi implementasi kebijakan di berbagai sektor menunjukkan bahwa kendala
utama seringkali terletak pada aspek komunikasi yang tidak efektif serta kurangnya pemanfaatan
teknologi dalam mendukung proses administrasi kebijakan (Anta Kusuma & Simanungkalit,
2022). Hal ini menunjukkan bahwa persoalan implementasi kebijakan tidak hanya bersifat teknis,
tetapi juga berkaitan dengan faktor struktural dan kultural dalam organisasi.

Dalam konteks kepolisian, tantangan implementasi kebijakan disiplin menjadi semakin
kompleks karena adanya dinamika internal organisasi, seperti solidaritas antaranggota, hubungan
hierarkis, serta budaya kerja yang berkembang dalam institusi. Kondisi ini berpotensi
mempengaruhi konsistensi penegakan disiplin, terutama ketika terdapat perbedaan interpretasi
dan komitmen dalam menjalankan aturan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia di Unit Provos Sipropam Polres Morowali dengan
menggunakan model implementasi kebijakan Edward I11. Penelitian ini penting dilakukan untuk
mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan disiplin,
serta memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian implementasi kebijakan publik,
khususnya dalam sektor penegakan hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.
Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam proses
implementasi kebijakan disiplin anggota kepolisian, khususnya dalam konteks sosial dan
organisasi di lingkungan Unit Provos Sipropam Polres Morowali. Pendekatan kualitatif
memungkinkan peneliti menggali informasi secara komprehensif terkait fenomena yang terjadi
di lapangan, termasuk persepsi, sikap, dan pengalaman para informan.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resor Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah,
dengan fokus pada Unit Provos Sipropam sebagai pelaksana utama fungsi pengawasan dan
penegakan disiplin anggota. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi dengan fokus
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penelitian, yaitu implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan
Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan
informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap memiliki pengetahuan dan
keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kebijakan disiplin. Informan dalam penelitian ini
meliputi Kasipropam Polres Morowali dan anggota Banit Paminal Sipropam yang secara
langsung terlibat dalam proses pengawasan dan penegakan disiplin.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan
dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi terkait implementasi
kebijakan disiplin berdasarkan pengalaman dan pandangan informan. Observasi dilakukan untuk
melihat secara langsung kondisi dan praktik pelaksanaan disiplin di lingkungan kerja. Sementara
itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa peraturan, laporan, serta dokumen
pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tiga tahapan,
yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan
menyederhanakan dan mengelompokkan data sesuai dengan fokus penelitian, yaitu variabel
komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penyajian data dilakukan dalam
bentuk narasi deskriptif agar memudahkan pemahaman terhadap hasil penelitian. Selanjutnya,
penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan data yang telah dianalisis untuk
menjawab rumusan masalah penelitian.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik
triangulasi sumber maupun triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan
membandingkan informasi dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan
dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian,
data yang diperoleh diharapkan memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara, aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan disiplin di
Polres Morowali telah berjalan secara struktural melalui mekanisme formal seperti apel pagi,
rapat internal, dan media komunikasi digital. Hal ini menunjukkan bahwa secara prosedural,
dimensi komunikasi dalam model implementasi kebijakan Edward I11 telah terpenuhi.

Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara
penyampaian informasi dan pemahaman substansi kebijakan oleh anggota. Kurangnya
keterlibatan anggota dalam forum diskusi serta rendahnya partisipasi aktif mengindikasikan
bahwa komunikasi yang terjadi masih bersifat satu arah (top-down), belum dialogis.

Dalam perspektif Edward 111, kondisi ini menunjukkan bahwa kejelasan dan konsistensi
pesan belum sepenuhnya diikuti oleh pemahaman yang mendalam, sehingga berpotensi
menurunkan efektivitas implementasi kebijakan.

Dengan demikian, masalah utama dalam dimensi komunikasi bukan terletak pada frekuensi
penyampaian informasi, tetapi pada kualitas interaksi komunikasi yang belum mampu
membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya disiplin.

Sumber Daya

Aspek sumber daya menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam implementasi
kebijakan disiplin di Unit Provos Sipropam Polres Morowali. Keterbatasan jumlah personel
menyebabkan fungsi pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal dan menyeluruh.

Selain itu, keterbatasan fasilitas, terutama dalam hal sistem administrasi berbasis teknologi,
berdampak pada lambatnya proses pencatatan dan penanganan pelanggaran disiplin. Hal ini
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menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih mengandalkan sistem manual yang kurang
efisien.

Dalam kerangka Edward 11, keterbatasan sumber daya ini secara langsung mempengaruhi
kapasitas implementor dalam menjalankan kebijakan. Dengan kata lain, meskipun kebijakan telah
dirumuskan dengan baik, tanpa dukungan sumber daya yang memadai, maka implementasi tidak
akan berjalan efektif.

Kondisi ini juga berimplikasi pada lemahnya fungsi kontrol internal, yang berpotensi
membuka ruang terjadinya pelanggaran disiplin yang tidak terdeteksi.

Disposisi

Dimensi disposisi menunjukkan bahwa permasalahan implementasi kebijakan disiplin
tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga kultural. Meskipun secara formal terdapat komitmen untuk
menegakkan disiplin, dalam praktiknya masih ditemukan inkonsistensi dalam penerapan aturan.

Adanya faktor kedekatan personal dan solidaritas antaranggota menjadi salah satu
penyebab utama lemahnya penegakan disiplin. Hal ini menunjukkan adanya konflik antara nilai
formal organisasi dan nilai informal yang berkembang di internal institusi.

Dalam perspektif Edward 111, disposisi implementor yang tidak sepenuhnya mendukung
kebijakan akan berdampak signifikan terhadap efektivitas implementasi. Sikap selektif dalam
penegakan aturan menciptakan ketidakadilan dan menurunkan legitimasi kebijakan itu sendiri.

Dengan demikian, persoalan utama dalam dimensi disposisi adalah belum terbentuknya
budaya organisasi yang menjunjung tinggi profesionalisme di atas hubungan personal.

Struktur Birokrasi

Secara struktural, mekanisme birokrasi dalam penegakan disiplin di Polres Morowali telah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan
hambatan berupa keterlambatan koordinasi dan proses administrasi.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara struktur formal dan praktik birokrasi di
lapangan. Prosedur yang seharusnya berjalan secara sistematis justru mengalami perlambatan
akibat lemahnya koordinasi antarunit.

Dalam kerangka Edward Ill, struktur birokrasi yang terlalu prosedural tanpa didukung
sistem yang terintegrasi dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi administratif, khususnya dalam bentuk digitalisasi
sistem pelaporan dan penanganan pelanggaran disiplin, guna meningkatkan efisiensi dan
akuntabilitas.

Secara keseluruhan, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 di Polres
Morowali belum berjalan optimal. Permasalahan utama tidak hanya terletak pada aspek teknis
seperti keterbatasan sumber daya, tetapi juga pada aspek non-teknis seperti budaya organisasi dan
kualitas komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak
hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh kesiapan sistem, sumber daya, dan
integritas aktor pelaksana (Hakim, 2026).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia di Unit Provos Sipropam Polres Morowali belum berjalan secara
optimal.

Pada dimensi komunikasi, meskipun penyampaian informasi telah dilakukan secara rutin
melalui berbagai media, namun komunikasi yang berlangsung masih cenderung bersifat satu arah
dan belum mampu membangun pemahaman yang merata di kalangan anggota. Hal ini
menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi tidak hanya ditentukan oleh frekuensi, tetapi juga
oleh kualitas interaksi.
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Pada dimensi sumber daya, keterbatasan jumlah personel serta minimnya fasilitas
pendukung menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan disiplin.
Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya fungsi kontrol internal dalam organisasi.

Pada dimensi disposisi, implementasi kebijakan disiplin masih dipengaruhi oleh faktor
subjektivitas, seperti kedekatan personal dan solidaritas antaranggota, yang menyebabkan
inkonsistensi dalam penegakan aturan. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan implementasi
tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan budaya organisasi.

Sementara itu, pada dimensi struktur birokrasi, meskipun mekanisme telah berjalan sesuai
ketentuan, namun masih terdapat hambatan dalam koordinasi dan proses administrasi yang
mengurangi efektivitas implementasi kebijakan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi
kebijakan disiplin tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan formal, tetapi juga pada
kesiapan sistem, kecukupan sumber daya, serta integritas dan komitmen aktor pelaksana. Oleh
karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang bersifat komprehensif, baik pada aspek struktural
maupun kultural, guna meningkatkan efektivitas penegakan disiplin di lingkungan kepolisian.
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